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ABSTRAK 

 

Sandi Muhamad Rahman (1213050175): “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Polresta Kabupaten 

Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”. 

 

Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih saja terjadi di 

Indonesia hingga saat ini, khususnya di Kabupaten Bandung. Berbagai jenis satwa 

yang dilindungi menjadi barang bukti dalam tindak pidana ini. Polresta Kabupaten 

Bandung yang menjadi yurisdiksi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi 

melakukan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2024. Hal ini terbukti dalam 5 tahun terakhir terdapat 6 kasus tindak 

pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Bandung. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum 

terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Polresta 

Kabupaten Bandung, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku 

perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Polresta Kabupaten 

Bandung, serta upaya yang dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap pelaku 

tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi di wilayah hukum Polresta 

Kabupaten Bandung. 

Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Tindak Pidana 

Khusus, dan Teori Penegakan Hukum. Teori tersebut menjadi indikator efektivitas 

penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah 

hukum Polresta Kabupaten Bandung. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis 

dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara 

langsung di Polresta Kabupaten Bandung, berbagai peraturan perundang-undangan, 

serta berbagai literature yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu, Penegakan hukum tindak 

pidana perdagangan satwa yang dilindungi dilakukan sesuai dengan KUHAP dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dengan dua upaya yang dilakukan, yakni 

meliputi upaya represif (tindakan penyelidikan dan penyidikan) dan upaya preventif 

(penyuluhan hukum dan kerjasama dengan lembaga terkait). Hambatan penegakan 

hukum pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berasal dari faktor 

internal meliputi kurangnya kualitas dan kuantitas personil, sulitnya pemeliharaan 

satwa hasil sitaan, tahapan birokrasi yang banyak, ada juga faktor eksternal seperti 

minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar 

lembaga. Upaya yang dilakukan Polresta Kabupaten Bandung dalam menyikapi 

hambatan yang ada yakni dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil, 

melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, pembagian tugas untuk 

mempersingkat birokrasi, melakukan sosialisasi dan edukasi, meningkatkan 

kerjasama antar lembaga terkait. 
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